
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan kinerja serta pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu
penyesuaian eselonering jabatan struktural Rumah
Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan sehingga perlu diubah;

bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 18 yat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5963);

2.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

3.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang
Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9.



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
12113);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
30 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Nomor 30), diubah sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Direktur RSUD Tarakan Kelas B Non Pendidikan
adalah Jabatan Eselon II.b atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.

(2) Wakil Direktur RSUD Tarakan Kelas B Non
Pendidikan adalah Jabatan Eselon IIl.a atau jabatan
administrator.
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(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Tarakan
Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Eselon III.b
atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada RSUD
Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Eselon IV.a
atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Agustuz 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- IRIANTO LAMBRIE
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(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Tarakan
Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Eseon III.b
atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada RSUD
Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Eselon IV.a
atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Tarakan
Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Eselon III.b
atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada RSUD
Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Eselon IV.a
atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Agu stus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

\_ foe
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 40
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(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang pada RSUD Tarakan
Kelas B Non Pendidikan adalah Jabatan Eselon III.b
atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada RSUD
Tarakan Kelas B Non Pendidikan adalah Eselon IV.a
atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

| fm/
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 40
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